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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 412 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

1.

bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, selama pemberlakuan pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan COVID-
19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal
10 April 2020 sampai dengan 23 April 2020, masih ditemukan
bukti penyebaran COVID-19 dengan masih banyaknya kasus
baru penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan perpanjangan
Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 2 (dua) kali masa
inkubasi terpanjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6487);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2020
sampai dengan tanggal 7 Mei 2020.

Dalam hal masih terdapat kasus baru penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19) berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperpanjang
selama 14 (empat belas) hari sampai dengan tanggal 21 Mei 2020.

Masyarakat yang berdomisili/ bertempat tinggal dan/atau melakukan
aktivitas di Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi ketentuan
pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan
protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta

“S="ANIES BASWEDAN



